| SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR: 860/Kep. 669-Inspektorat/2026

TENTANG
PENETAPAN WAJIB LAPOR

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Menimbang

Mengingat

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, perlu meningkatkan
kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara,;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1)
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara, Penyelenggara Negara wajib
menyampaikan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan
Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6409);
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026
tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
Undang-undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota
Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6718);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota
Bandung Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Bandung (Lembaran Daecrah Kota Bandung Tahun
2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Bandung Nomor 3);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN:

Penetapan Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota
Bandung.

Penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU terdiri atas:

1.  Wali Kota;

2.  Wakil Wali Kota;

3. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;

4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;

S. Pejabat Administrator;

6. Direksi Badan Umum Milik Daerah;

7 Pejabat Fungsional Auditor;

8. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan
Pemerintahan Daerah;

9. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa;

10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

11. Pejabat Pembuat Komitmen;

12. Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan yang mengelola anggaran atau
keuangan diatas Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar
Rupiah);

13. Ajudan Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris
Daerah dan Ketua DPRD; dan

14. Staf Khusus Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang
bukan Pegawai ASN.

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara

Negara (LHKPN) disampaikan paling lambat tanggal 31

Maret pada tahun berikutnya yang dilaksanakan sesuai

ketentuan perundang-undangan.

Dalam hal terdapat perubahan jabatan, pengangkatan,
pemberitahuan atau mutasi, kewajiban penyampaian
LHKPN dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi.



KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Maret 2026
WALI KOTA BANDUNG

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
. KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,
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